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ABSTRAKSI 

     Perkembangan teknologi semakin maju, salah satunya di bidang keuangan yaitu proses 

pinjam meminjam uang yang dapat dilakukan dengan online disebut Fintech Peer-To-

Peer-Lending, dikenal juga oleh masyarakat dengan sebutan pinjaman online. Pinjam 

meminjam uang melalui Fintech Peer-To-Peer-Lending secara administrasi seperti 

syarat-syaratnya, prosesnya jauh lebih mudah. Hal tersebut membuat makin banyak 

masyarakat yang berminat untuk meminjam pada Fintech Peer-To-Peer-Lending. 

Tingkat peminat yang tinggi membuat jumlah Fintech Peer-To-Peer-Lending meningkat, 

akan tetapi tidak semua Fintech Peer-To-Peer-Lending Legal atau terdaftar, dan berizin. 

Masih terdapat Fintech Peer-To-Peer-Lending Illegal atau tidak terdaftar, dan tidak 

berizin yang melanggar hukum. Pada kenyataannya Fintech Peer-To-Peer-Lending 

Legalpun juga terdapat yang masih melanggar hukum di beberapa hal, sehingga pengguna 

Fintech Peer-To-Peer-Lending harus dilindungi. Oleh karena itu penulis membuat skripsi 

dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Pinjaman (Borrower) Uang 

Berbasis Teknologi Informasi” dengan perumusan masalah: (1) Bagaimana bentuk 

perlindungan hukum yang diberikan kepada Penerima Pinjaman Uang Berbasis 

Teknologi Informasi, (2) Bagaimana Hambatan-hambatan apa saja yang terjadi dalam 

pelaksanaan perlindungan hukum Penerima Pinjaman  Uang Berbasis Teknologi 

Informasi. 

     Metode pendekatan yang di gunakan yaitu yuridis sosiologis, dengan cara penelitian 

yang menghasilkan data deskriptif analisis untuk menggambarkan secara rinci bagaimana 

perlindungan hukum oleh Otoritas Jasa Keuangan terhadap Penerima Pinjaman Fintech 

Peer-To-Peer-Lending, dengan metode pengumpulan data studi lapangan, dan studi 

Pustaka.  

     Hasil penelitian menunjukan bahwa peraturan Pasal 29 sampai dengan Pasal 40 

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam 

Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi mengatur mengenai edukasi dan 

perlindungan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, diatur juga 

di dalam peraturan-peraturan lain yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Otoritas Jasa 

Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat Di 

Sektor Jasa Keuangan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan 

Transaksi Elektronik. Perlindungan penerima pinjaman Fintech Peer-To-Peer-Lending 

dilakukan menggunakan 2 (dua) cara yaitu preventif, dan represif dimana Otoritas Jasa 

Keuangan sudah melaksanakan peraturan akan tetapi komunikasi yang kurang baik, dan 

kurangnya pemahaman masyarakat, sehingga apa yang di sampaikan tidak dapat di 

terima, dan di respon dengan baik oleh masyarakat. hambatan-hambatan dalam 

melakukan perlindungan hukum ada 2 (dua) yaitu hambatan internal, dan eksternal.  

      

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Konsumen, Fintech Peer-To-Peer-Lending, Pinjaman 

Online.  



ix 

 

 

ABSTRACTION 

     Technological developments are increasingly advanced, one of which is in the 

financial sector, namely the process of borrowing money that can be done online called 

Fintech Peer-To-Peer-Lending, also known by the public as online loans. Borrowing and 

borrowing money through Fintech Peer-To-Peer-Lending administratively according to 

the terms, the process is much easier. This makes more and more people interested in 

borrowing from Peer-To-Peer-Lending Fintech. The high level of interest makes the 

number of Peer-To-Peer-Lending Fintechs increase, but not all Peer-To-Peer-Lending 

Fintechs are Legal or registered, and licensed. There are still Fintech Peer-To-Peer-

Lending Illegal or unregistered, and unlicensed that violate the law. In fact, there are 

also legal Peer-To-Peer-Lending Fintechs that still violate the law in several ways, so 

Peer-To-Peer-Lending Fintech users must be protected. Therefore, the author makes a 

thesis with the title "Legal Protection of Information Technology-Based Money 

Borrowers" with the formulation of the problem: (1) What is the form of implementation 

of legal protection provided to Recipients of Information Technology-Based Money 

Loans, (2) How are the Barriers- what obstacles occur in the implementation of legal 

protection for Information Technology-Based Money Loan Recipients. 

     The approach method used is sociological juridical, by means of research that 

produces descriptive data analysis to describe in detail how the legal protection by the 

Financial Services Authority against Peer-To-Peer-Lending Fintech Loans, with field 

study data collection methods, and library studies . 

     The results of the study show that the regulations of Article 29 to Article 40 of the 

Financial Services Authority Regulation Number 77/POJK.01/2016 concerning 

Information Technology-Based Borrowing-Lending Services regulate education and 

protection of information technology-based lending and borrowing services, also 

regulated in the regulations- other regulations, namely the Civil Code, Law Number 8 of 

1999 concerning Consumer Protection, Financial Services Authority Regulation Number 

6/POJK.07/2022 concerning Consumer and Community Protection in the Financial 

Services Sector, Law Number 11 of 2008 About Information and Electronic Transactions. 

Protection of recipients of Fintech Peer-To-Peer-Lending loans is carried out using 2 

ways, namely preventive and curative, where the Financial Services Authority has 

implemented regulations but poor communication, and lack of public understanding, so 

that what is conveyed cannot be accepted. and responded well by the community. There 

are 2 obstacles in carrying out legal protection, namely internal and external barriers. 

      

Keyword: Legal Protection, Consumers, Fintech Peer-To-Peer-Lending, Online Loan.  
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